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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 4% TAHUN 2013
TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN PENGURUS
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

»

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja dalam
pengelolaan perusahaan menuju profesionalisasi kepengurusan
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, perlu merubah dan
menyesuaikan Peraluran Walikota Palembang Nomor 47 Tahun
2007 tentang Penetapan Gaji dan Tunjangan (Penghasilan)
Pengurus Perusahaan Dacrah Pasar Palembang Jaya;

bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 32 hurufl a dan
Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 6 tahun 2005, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Pasar Palembang Jaya, bahwa penghasilan adalah gaji ditambah
dengan tunjangan-tunjangan lainnya, maka perlu menetapkan
hesaran penghasilan Pengurus Perusahaan Dacrah Pasar
Palembang Jaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huraf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Palembang tentang Penetapan Besaran Penghasilan
Pengurus Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) scbagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 82 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005,
tentang Pembentukan Perusahaan Daecrah Pasar Palembang
Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2005
tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kepegawaian dan
Pendidikan Pelatihan Pegawai PD. Pasar Palembang Jaya
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7);

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor &5 Tahun 2007,

tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2007 Nomor 5);

10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008,

tentang Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN

BESARAN PENGHASILAN PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH
PASAR PALEMBANG JAYA.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Besaran Penghasilan Pengurus
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

Pasal 2

Penghasilan Dircksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari Gaji Pokok,
Tunjangan Jabatan, Tunjangan Pelaksana, Tunjangan Keahlian,
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kesehatan.

Pasal 3

Besaran Penghasilan Pengurus Perusahaan Daerah Pasar
Palembang Jaya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah

sebagai berikut:
a. Dircktur Utama
- Gaji Rp. 9.000.000,-
- Tunjangan Jabatan Rp. 7.G00.000,-
- Tunjangan Pelaksana Rp. 2.500.000,-
- Tunjangan Keahlian Rp. 2.500.000,-
- Tunjangan Perumahan Rp. 2.500.000,-
- Tunjengan kesehatan Rp. 2.500.000.-
Jum].a.h Rp. 26.(}00.000.—

b. Dircktur Administrasi dan keuangan, menerima 90% (sembilan
puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama atau _sebesar
Rp. 23.400.000,-.(dua puluh tiga juta empal ratus ribu rupiah)

¢. Direktur Operasional, mencrima 90% (sembilan puluh persen)
dari penghasilan Direktur Utama atau scbesar Rp. 23.400.000,-.
(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)



Pasal 4

Besaran Honorarium Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar
Palembang Jaya secbagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah
sebagai benikaat -

a. Ketua Badan Pengawas menerima sebesar 40% (empal puluh
persenl) dari penghasilan Direktur Utama atau scbesar
Rp. 10.400.000,-.(sepuluh jula empat ratus ribu rupiah)

b. Sekretaris Badan Pengawas menerima 35% (figa puluh lima

persen) dari penghasilan Direlktur Utama atau scbesar
Rp. 9.100.000,- (sembilan jula seraius ribu rupiah)

¢. Anggoia Badan Pengawas menerima 30% (tiga puluh persen)dari
penghasilan Direkiur Utama atau sebesar Rp. 7.800.000,-.(fijuh
Juta delapan ratus ribu rupiah)

Pasal 5
Penghasilan Direksi dan Honorarium Badan Pengawas Perusahaan
Daerah Pasar Palembang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, dibebankan pada Angearan Pendapatan dan Belanja Perusahaan
Daerah Pasar Palembang Jaya.

Pasal 6

Jenis dan besarmmya tunjangan bagi Kepala Saman Pengawas
Intern, Kepala Bagian, Koordinator Wilayah, Kepala Sub Bagian,
ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar
Palembang Jaya.

Pasal T

Dengan ditelapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota
Palembang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Gaji dan

Tunjangan (Penghasilan) Pengurus Perusabaan Dagrah Pasar
¢ Palembang Jaya, dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan.

Peraturan im, dengan penmpatannyadalamﬁcntaﬂamhl(nm
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
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MBANG,
ROMI HERTON
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